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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan
operasionalisasi rencana tata ruang dan pengembangan
sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
sebagaimana diatur dalam Pasal 232 ayat (2) Peraturan
Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang diperlukan basis data
yang terpadu dengan penyajian peta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis

Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
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Mengingat

Menetapkan

—

Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail

Tata Ruang Kabupaten/Kota;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA
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TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA,
SERTA PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG
KABUPATEN/KOTA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau
buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah
permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang
datar dengan skala tertentu.

Peta Dasar adalah Peta Rupabumi Indonesia yang
mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yaitu garis
pantai, hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas,
nama rupabumi, batas wilayah, bangunan dan fasilitas
umum, penutup lahan yang terletak di darat, pantai, dan
laut.

Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema
tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana
tata ruang.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya
disebut RTRW Provinsi adalah RTR yang bersifat umum
dari wilayah provinsi, yang mengacu pada rencana tata
ruang wilayah  nasional, rencana tata ruang
pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang
selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR yang
bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu
pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata
ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan
strategis nasional, dan RTRW Provinsi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya

disebut RTRW Kota adalah RTR yang bersifat umum dari
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang
wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan,
rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan
RTRW Provinsi.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten/kota.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan
bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan
serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW
Kabupaten/Kota.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang
bersangkutan.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan

strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun
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RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam
RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam
suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di
muka bumi.

Basis Data adalah sistem penyimpanan data spasial yang
terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku
pada media digital untuk memudahkan pencarian,
pengelolaan, dan penggunaan informasi data spasial
pada Peta RTR.

Set Data Fitur adalah sekumpulan data dengan
karakteristik dan fungsi yang serupa.

Kelas Fitur adalah unsur terkecil representasi spasial
yang dikelompokkan berdasarkan bentuk geometri.
Simbolisasi adalah proses dan cara membuat simbol peta
yang merepresentasikan fitur yang berupa titik, garis,
dan poligon yang berada di atas dan/atau di bawah
permukaan bumi.

Tabel Atribut adalah keterangan atau informasi tentang
sebuah bentukan dalam informasi geografis berbentuk
tabel yang masing-masing catatannya mempunyai kaitan
dengan bentuk spasial tertentu.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan informasi elektronik.

BAB 1
SPESIFIKASI DATA PETA

Pasal 2
Spesifikasi Data Peta, meliputi:



